KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDARIAS DANIEL KAMBU

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Kota Sorong, 07 Januari 2024
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kapasitas SDM yang | Persentase Pegawai dengan 90%
Berkompeten Kompetensi yang Sesuai
dengan Standar Kompetensi
Penugasan
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas B
Keuangan dan Kinerja KPU Kinerja KPU
Opini BPK Atas Laporan WTP
Keuangan KPU
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan 75
Reformasi Birokrasi KPU
Terwujudnya Dukungan Sarana Persentase Tersedianya Sarana 80%
dan Prasarana Guna Meningkatkan | dan Prasarana untuk
Kelancaran Tugas KPU Memenuhi Kebutuhan Kerja
Pegawai yang Berfungsi
dengan Baik
Terwujudnya Data Pemilih secara Persentase KPU 100%
Berkelanjutan Provinsi/Kabupaten/ Kota yang
memutakhirkan Data Pemilih
Tepat Waktu
Terlaksananya penetapan Persentase Rancangan 100%
Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan KPU yang disusun
ketentuan peraturan perundang- dan diharmonisasi dengan
undangan, serta tepat waktu sesuai dengan
pendokumentasian informasi Kerangka Regulasi KPU
hukum, dan penyuluhannya
Terwujudnya Dukungan Logistik Persentase Satker yang 90%
dalam Penyelenggaraan menyediakan logistik
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan secara tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat
jenis, tepat mutu, dan tepat
waktu.
Terwujudnya Tahapan Persentase KPU/KPU 100%

Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal




NO  PROGRAM ANGGARAN

1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses 170.231.789.000
Konsolidasi Demokrasi
2 | Program Dukungan Manajemen 6.100.740.000
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TOTOK HENDRATMOKO
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDARIAS DANIEL KAMBU
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya,

ANDARIAS DANIEL KAMBU TOTOK HENDRATMOKO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No Sasaran Program ‘ Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya rencana kerja dan Jumlah revisi yang dilakukan terhadap 8 Dok
anggaran KPU Provinsi yang efektif rencana kerja yang telah ditetapkan
dan efisien
2 | Terwujudnya sistem administrasi Persentase laporan monitoring dan 90%
penyelenggaraan Pemilu yang tertib, | evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
efektif dan efisien
3 | Terwujudnya kerjasama dengan Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan 3 Dok
Lembaga penyelenggara Pemilu baik | Instansi Terkait Dalam Rangka
di dalam maupun di luar negeri Penguatan Kelembagaan Demokrasi
4 | Terwujudnya Data Pemilih secara Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ 100%
Berkelanjutan Kota yang memutakhirkan Data Pemilih
Tepat Waktu
5 | Terwujudnya penyelenggaraan Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pemerintahan yang bersih dan ditindaklanjuti KPU Provinsi
berwibawa (clean governance)
6 | Tersedianya data, informasi, sarana Persentase Sarana dan Prasarana 90%
dan prasarana teknologi informasi Teknologi Informasi untuk Sistem
serta penerapan egovernment KPU Informasi yang aman, handal dan lancar
7 | Terwujudnya Tahapan Persentase KPU Provinsi/KPU 100%
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
8 | Terwujudnya Pengelolaan Calon Persentase Calon Peserta Pemilu yang 100%
Peserta Pemilu/Pemilihan dapat difasilitasi
9 | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan 5 Keg
Kepada Masyarakat Umum Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi
10 | Meningkatnya tertib administrasi dan | Persentase pegawai yang mendapatkan 100%
pengelolaan sumber daya manusia layanan kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat
11 | Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi | Persentase Rancangan Peraturan KPU 100%
dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat
sesuai dengan kerangka regulasi KPU | waktu sesuai dengan kerangka regulasi
KPU
12 | Terlaksananya penyelesaian sengketa | Persentase jumlah sengketa hukum 5 Dok

dan pelayanan pertimbangan hukum

dalam perkara perselisihan di Bawaslu,
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU Provinsi




Sasaran Program Indikator Kinerja

13 | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Persentase penyediaan logistik Pemilu 90%
data kebutuhan, pengadaan, secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat
pendistribusian, serta pemeliharaan mutu, dan tepat waktu
dan inventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan

14 | Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian 100%
pertanggungjawaban penggunaan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU

Provinsi

15 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persentase jumlah rancangan Keputusan 5 Dok
Administrasi Persuratan dan KPU Provinsi tentang kearsipan yang
Pengelolaan Arsip telah disusun

16 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Persentase fasilitas perkantoran untuk 90%
Prasarana guna Meningkatkan mendukung kinerja Satker KPU Provinsi
Kelancaran Tugas KPU Provinsi yang berfungsi

17 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Jumlah laporan barang milik negara 2 Lap
Milik Negara sesuai dengan Peraturan | berdasarkan SIMAK BMN yang datanya
dan Perundangan yang berlaku sesuai dengan Data SAK

18 | Tersusunnya laporan Persentase KPU Provinsi dan KPU 100%
pertanggungjawaban penggunaan Kabupaten/Kota yang menyampaikan
anggaran Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran berbasis
SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid

NO PROGRAM ANGGARAN

1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Rp. 170.231.789.000
Demokrasi
2 | Program Dukungan Manajemen Rp 6.100.740.000

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya,

TOTOK HENDRATMOKO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TOTOK HENDRATMOKO
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDARIAS DANIEL KAMBU
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 07 Januari 2024

. Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No Sasaran Program ‘ Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya rencana kerja dan Jumlah revisi yang dilakukan terhadap 8 Dok
anggaran KPU Provinsi yang efektif rencana kerja yang telah ditetapkan
dan efisien
2 | Terwujudnya sistem administrasi Persentase laporan monitoring dan 90%
penyelenggaraan Pemilu yang tertib, | evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
efektif dan efisien
3 | Terwujudnya kerjasama dengan Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan 3 Dok
Lembaga penyelenggara Pemilu baik | Instansi Terkait Dalam Rangka
di dalam maupun di luar negeri Penguatan Kelembagaan Demokrasi
4 | Terwujudnya Data Pemilih secara Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ 100%
Berkelanjutan Kota yang memutakhirkan Data Pemilih
Tepat Waktu
5 | Terwujudnya penyelenggaraan Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pemerintahan yang bersih dan ditindaklanjuti KPU Provinsi
berwibawa (clean governance)
6 | Tersedianya data, informasi, sarana Persentase Sarana dan Prasarana 90%
dan prasarana teknologi informasi Teknologi Informasi untuk Sistem
serta penerapan egovernment KPU Informasi yang aman, handal dan lancar
7 | Terwujudnya Tahapan Persentase KPU Provinsi/KPU 100%
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
8 | Terwujudnya Pengelolaan Calon Persentase Calon Peserta Pemilu yang 100%
Peserta Pemilu/Pemilihan dapat difasilitasi
9 | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan 5 Keg
Kepada Masyarakat Umum Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi
10 | Meningkatnya tertib administrasi dan | Persentase pegawai yang mendapatkan 100%
pengelolaan sumber daya manusia layanan kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat
11 | Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi | Persentase Rancangan Peraturan KPU 100%
dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat
sesuai dengan kerangka regulasi KPU | waktu sesuai dengan kerangka regulasi
KPU
12 | Terlaksananya penyelesaian sengketa | Persentase jumlah sengketa hukum 5 Dok

dan pelayanan pertimbangan hukum

dalam perkara perselisihan di Bawaslu,
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU Provinsi




Sasaran Program Indikator Kinerja

13 | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Persentase penyediaan logistik Pemilu 90%
data kebutuhan, pengadaan, secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat
pendistribusian, serta pemeliharaan mutu, dan tepat waktu
dan inventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan

14 | Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian 100%
pertanggungjawaban penggunaan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU

Provinsi

15 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persentase jumlah rancangan Keputusan 5 Dok
Administrasi Persuratan dan KPU Provinsi tentang kearsipan yang
Pengelolaan Arsip telah disusun

16 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Persentase fasilitas perkantoran untuk 90%
Prasarana guna Meningkatkan mendukung kinerja Satker KPU Provinsi
Kelancaran Tugas KPU Provinsi yang berfungsi

17 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Jumlah laporan barang milik negara 2 Lap
Milik Negara sesuai dengan Peraturan | berdasarkan SIMAK BMN yang datanya
dan Perundangan yang berlaku sesuai dengan Data SAK

18 | Tersusunnya laporan Persentase KPU Provinsi dan KPU 100%
pertanggungjawaban penggunaan Kabupaten/Kota yang menyampaikan
anggaran Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran berbasis
SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid

NO PROGRAM ANGGARAN

1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Rp. 170.231.789.000
Demokrasi
2 | Program Dukungan Manajemen Rp 6.100.740.000

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Sekretaris’Komisi Pemilihan Umum
| Provinsi ____B-apgja Barat Dayaj
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PARIS URIA PEDAI

Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOTOK HENDRATMOKO
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Provinsi Papua Barat Daya, Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

' Masyarakat, Hukum dan Sumper Daya
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TOTOK HENDRATMOKO PARIS URIA PEDAI




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program Indikator Kinerja

1 | Terwujudnya Tahapan Persentase KPU Provinsi/KPU 100%

Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

2 | Terwujudnya Pengelolaan Calon Persentase Calon Peserta 100%
Peserta Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi

3 | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan 5 Keg
Kepada Masyarakat Umum Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"

untuk masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi

4 | Meningkatnya tertib administrasi dan | Persentase pegawai yang mendapatkan 100%
pengelolaan sumber daya manusia layanan kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat
5 | Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi | Persentase Rancangan Peraturan KPU 100%

dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota | yang disusun dan diharmonisasi tepat
sesuai dengan kerangka regulasi KPU | waktu sesuai dengan kerangka regulasi
KPU

6 | Terlaksananya penyelesaian sengketa | Persentase jumlah sengketa hukum 5 Dok
dan pelayanan pertimbangan hukum | dalam perkara perselisihan di Bawaslu,
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU Provinsi

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum

dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Pyovinsi
Papua Barat Daya,

PARI URIA PEDAI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FATCHUN NA'IM

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PARIS URIA PEDAI

Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pit. Kepala Sub Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya,
Sumber Daya Manusia Komisi Pemijihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya,

URIA PEDAI FATCHUN NATM




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya tertib administrasi dan
pengelolaan sumber daya manusia

Persentase pegawai yang mendapatkan
layanan kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat

100%

dan pelayanan pertimbangan hukum

dalam perkara perselisihan di Bawaslu,
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU Provinsi

2 | Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi | Persentase Rancangan Peraturan KPU 100%
dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota | yang disusun dan diharmonisasi tepat
sesuai dengan kerangka regulasi KPU | waktu sesuai dengan kerangka regulasi
KPU
3 | Terlaksananya penyelesaian sengketa | Persentase jumlah sengketa hukum 5 Dok

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ELIAS JEMS SAWAKI

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PARIS URIA PEDAI

Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum-Provinsi Papua Barat Daya,

Provinsi Papua Barat Daya,

PARIS URIA PEDAI E JEMS SAWAKI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program Indikator Kinerja

1 | Terwujudnya Tahapan Persentase KPU Provinsi/KPU 100%
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
2 | Terwujudnya Pengelolaan Calon Persentase Calon Peserta 100%
Peserta Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi
3 | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan 5 Keg
Kepada Masyarakat Umum Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Kota Sorong, 21 Maret 2024

PIt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Daya,

i}

E JEMS SAWAKI




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALLY SUN MASNAR SEDUBUN

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOTOK HENDRATMOKO
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepala Bagian Perencanaan, Data dan
Provinsi Papya Barat Daya, Informasi Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Rapua Barat Daya,

SALLY SUN MASNAR SEDUBUN




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Terwujudnya rencana kerja dan Jumlah revisi yang dilakukan terhadap 8 Dok
anggaran KPU Provinsi yang efektif rencana kerja yang telah ditetapkan
dan efisien
Terwujudnya sistem administrasi Persentase laporan monitoring dan 90%
penyelenggaraan Pemilu yang tertib, | evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
efektif dan efisien
Terwujudnya kerjasama dengan Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan 3 Dok
Lembaga penyelenggara Pemilu baik | Instansi Terkait Dalam Rangka
di dalam maupun di luar negeri Penguatan Kelembagaan Demokrasi
Terwujudnya Data Pemilih secara Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ 100%
Berkelanjutan Kota yang memutakhirkan Data Pemilih

Tepat Waktu
Terwujudnya penyelenggaraan Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pemerintahan yang bersih dan ditindaklanjuti KPU Provinsi
berwibawa (clean governance)
Tersedianya data, informasi, sarana Persentase Sarana dan Prasarana 90%

dan prasarana teknologi informasi
serta penerapan egovernment KPU

Teknologi Informasi untuk Sistem

Informasi yang aman, handal dan lancar.

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan

Informasi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

rat Daya,

SALLY SUN MASNAR SEDUBUN




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERMAN DANIEL TELUSSA

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SALLY SUN MASNAR SEDUBUN

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Pit. Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Informasi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsj Papua Barat Daya, Provinsi Papyia Barat Daya,

SALLY SUN MASNAR SEDUBUN HERMAN DANIEL TELUSSA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya rencana kerja dan Jumlah revisi yang dilakukan terhadap 8 Dok
anggaran KPU Provinsi yang efektif rencana kerja yang telah ditetapkan
dan efisien
2 | Terwujudnya sistem administrasi Persentase laporan monitoring dan 90%

penyelenggaraan Pemilu yang tertib, | evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
efektif dan efisien

3 | Terwujudnya kerjasama dengan Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan 3 Dok
Lembaga penyelenggara Pemilu baik | Instansi Terkait Dalam Rangka
di dalam maupun di luar negeri Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pit. Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Bgrat Daya,

HERMAN DANIEL TELUSSA




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI ALIF FINIATY HASAN

Jabatan : PIt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SALLY SUN MASNAR SEDUBUN

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanijian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Pit. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi,
Informasi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya,

-

SALLY SUN MASNAR SEDUBUN SITI ALIF FINIATY HASAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program

Terwujudnya Data Pemilih secara
Berkelanjutan

Indikator Kinerja
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/
Kota yang memutakhirkan Data Pemilih
Tepat Waktu

100%

Terwujudnya penyelenggaraan Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pemerintahan yang bersih dan ditindaklanjuti KPU Provinsi

berwibawa (clean governance)

Tersedianya data, informasi, sarana Persentase Sarana dan Prasarana 90%

dan prasarana teknologi informasi
serta penerapan egovernment KPU

Teknologi Informasi untuk Sistem
Informasi yang aman, handal dan lancar.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pit. Kepala Sub Bagian Data dan
Informasi,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Daya,

SITI ALIF FINIATY HASAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTINI

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOTOK HENDRATMOKO
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 07 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepala Bagian Keuangan, Umum dan
Provinsi Papua Barat Daya, Logistik Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat Daya,

TOTOK HENDRATMOKO SUTINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program Indikator Kinerja
1 | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Persentase penyediaan logistik Pemilu 90%
data kebutuhan, pengadaan, secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat
pendistribusian, serta pemeliharaan mutu, dan tepat waktu
dan inventarisasi logistik Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 90%
Pemilu/pemilihan melakukan penyusunan Laporan dan
Dokumentasi Logistik Pemilu
2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persentase jumlah rancangan Keputusan 5 Dok
Administrasi Persuratan dan KPU Provinsi tentang kearsipan yang
Pengelolaan Arsip telah disusun
3 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Persentase fasilitas perkantoran untuk 90%
Prasarana guna Meningkatkan mendukung kinerja Satker KPU Provinsi.
Kelancaran Tugas KPU Provinsi Persentase Gedung dan Gudang KPU 90%
Provinsi yang berfungsi dengan baik
4 | Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian 100%
pertanggungjawaban penggunaan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU
Provinsi
5 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Jumiah laporan barang milik negara 2 Lap
Milik Negara sesuai dengan Peraturan | berdasarkan SIMAK BMN yang datanya
dan Perundangan yang berlaku sesuai dengan Data SAK
6 | Tersusunnya laporan Persentase KPU Provinsi dan KPU 100%
pertanggungjawaban penggunaan Kabupaten/Kota yang menyampaikan
anggaran Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran berbasis
SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid

Kota Sorong, 07 Januari 2024
Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Daya,

SUTINI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUJI SETIOWATI

Jabatan : Pit. Kepala Sub Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTINI

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya,
rt

SUTINI PUJI SETIOWATI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program Indikator Kinerja
1 | Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian 100%
pertanggungjawaban penggunaan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU
Provinsi
2 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Jumlah laporan barang milik negara 2 Lap
Milik Negara sesuai dengan Peraturan | berdasarkan SIMAK BMN yang datanya
dan Perundangan yang berlaku sesuai dengan Data SAK
3 | Tersusunnya laporan Persentase KPU Provinsi dan KPU 100%
pertanggungjawaban penggunaan Kabupaten/Kota yang menyampaikan
anggaran Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran berbasis
SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid

Kota Sorong, 21 Maret 2024
Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Daya,

pl

PUJI SETIOWATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : REGSAN KRISTIAN MOBALEN

Jabatan : Pit. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTINI

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  PIt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya,

SUTINI (RE/GSAN KRYSTIAN MOBALEN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program Indikator Kinerja

Persentase penyediaan logistik Pemilu

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan

data kebutuhan, pengadaan, secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat
pendistribusian, serta pemeliharaan mutu, dan tepat waktu
dan inventarisasi logistik Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 90%
Pemilu/pemilihan melakukan penyusunan Laporan dan
Dokumentasi Logistik Pemilu
2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persentase jumlah arsip 5 Dok

Administrasi Persuratan dan
Pengelolaan Arsip

3 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Persentase fasilitas perkantoran untuk 90%
Prasarana guna Meningkatkan mendukung kinerja Satker KPU Provinsi.
Kelancaran Tugas KPU Provinsi Persentase Gedung dan Gudang KPU 90%

Provinsi yang berfungsi dengan baik

Kota Sorong, 21 Maret 2024

Pit. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Daya,

REGSAN KRISTIAN MOBALEN



